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Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perkembangan dunia
perekonomian khususnya ekonomi syariah di Indonesia yang semakin
berkembang dan tumbuh dengan pesat. Semakin luas dan
berkembangnya kegiatan ekonomi dan pola bisnis yang sangat pesat
di kalangan masyarakat, tak dapat dipungkiri akan menimbulkan
munculnya banyak sengketa sekonomi syariah. Sehingga untuk
menyelesaikan sengketa tersebut pihak yang merasa dirugikan
melakukan gugatan perdata di pengadilan. Penelitian ini dilakukan di
Pengadilan Agama Tulungagung. Pengadilan Agama Tulungagung
telah menerima beberapa perkara ekonomi syariah seperti yang telah
diteliti oleh penulis, yakni perkara nomor 2630/Pdt.G/2022/PA.TA
dan nomor 1/Pdt.G.S/2023/PA.TA. Kedua perkara tersebut
merupakan perkara tentang wanprestasi, dimana pihak Tergugat
selaku nasabah menerima akad pembiayaan dari pihak Penggugat
selaku LKMS.

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini
adalah: 1) Bagaimana Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan
Agama Tulungagung?, 2) Bagaimana analisis pertimbangan hakim
dalam memutus perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama
Tulungagung?, 3) Bagaimana akibat hukum putusan perkara nomor
2630/Pdt.G/2022/PA.TA dan nomor 1/Pdt.G.S/2023/PA.TA?, serta 4)
Bagaimana analisis pertimbangan hakim dalam memutus perkara
ekonomi syariiah di Pengadilan Agama Tulungagung perspektif
Magashid Syariah Fil Muamalah?. Tujuan dari penelitian ini ialah
untuk menganalisis pertimbangan hakim atas sengketa ekonomi
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syariah di Pengadilan Agama Tulungagung menurut Magashid
Syariah Fil Muamalah.

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field
research) yang menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan
jenis deskriptif dan menggunakan pendekatan normatif untuk
mengetahui pertimbangan dan putusan hakim dalam penyelesaian
sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Tulungagung. Teknik
pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara
dengan hakim yang memutus perkara ekonomi syariah beserta
panitera, dan dokumentasi terhadap sumber data dari Pengadilan
Agama  Tulungagung  berupa  salinan  putusan  nomor
2630/Pdt.G/2022/PA.TA dan nomor 1/Pdt.G.S/2023/PA.TA dan
bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan tema penelitian.

Hasil penelitian dalam penelitian ini yaitu: 1) Sengketa
Ekonomi Syariah yang diputus di Pengadilan Agama Tulungagung
sejak tahun 2020 sampai tahun 2024 sekarang ini totalnya terdapat 7
perkara. Sengketa ekonomi syariah ini terjadi karena adanya
wanprestasi atau cidera janji, dimana pihak Tergugat selaku nasabah
menerima fasilitas pembiayaan akad murabahah dan musyarakah dari
pihak Penggugat selaku LKMS tetapi pihak Tergugat tidak
menjalankan prestasinya sehingga hal tersebut merugikan pihak
Penggugat. Penulis memilih 2 perkara dari 7 perkara tersebut untuk
diteliti karena perkara yang penulis teliti ini merupakan perkara
ekonomi syariah yang salah satu pihaknya telah meninggal dunia, dan
ahli warisnya dituntut untuk menyerahkan harta warisan sebagai
penutup hutang-hutang dari pihak Tergugat. Sedangkan perkara yang
satunya yang semula menggunakan skema akad kredit kemudian
karena adanya penggabungan usaha ke lembaga keuangan syariah,
maka semua akad kreditnya dirubah ke pembiayaan syariah. Selain itu
karena kedua putusan ini masih baru diputus oleh Pengadilan Agama,
sehingga penulis rasa putusan ini masih hangat untuk diteliti. 2)
Pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara ekonomi
syariah, hakim Pengadilan Agama Tulungagung melihat dari alasan
gugatan penggugat, bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak serta
fakta hukum di dalam persidangan. Pada perkara nomor
2630/Pdt.G/2022/PA.TA, majelis hakim dalam putusannya tidak
menerima gugatan penggugat karena majelis hakim melihat dari
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gugatannya dengan bukti-bukti yang diajukan banyak yang tidak jelas,
sehingga gugatannya obscure libel (kabur). Sedangkan pada perkara
nomor 1/Pdt.G.S/2023/PA.TA, hakim menyatakan pihak Tergugat
melakukan wanprestasi karena memang benar bahwa pihak Tergugat
telah menerima akad pembiayaan dari pihak Penggugat tetapi pihak
Tergugat tidak dapat memenuhi prestasi sebagaimana yang telah
disepakati serta menghukum para Tergugat untuk melunasi seluruh
kewajibannya kepada pihak Penggugat. 3) Akibat hukum dari putusan
perkara nomor 2630/Pdt.G/2022/PA.TA yakni, pihak Penggugat dapat
mengajukan gugatannya kembali setelah memperbaiki seluruh isi
gugatannya. Sedangkan pada perkara nomor 1/Pdt.G.S/2023/PA.TA
yakni, karena pihak Tergugat adalah pihak yang kalah, maka pihak
Tergugat diwajibkan untuk membayar biaya perkara. 4) Pertimbangan
hukum hakim Pengadilan Agama Tulungagung dalam memutus
sengketa ekonomi syariah telah sejalan dengan prinsip Magashid
Syariah Fil Muamalah. Karena di dalam memberikan putusan, hakim
telah memperhatikan faktor yang seharusnya diterapkan secara
proporsional, yaitu keadilan, kepastian hukum dan juga kemanfaatan.
Bahwa dengan adanya putusan tersebut dimaksudkan sebagai sanksi
bagi nasabah yang lalai dalam melaksanakan kewajibannya agar tidak
mengulangi perbuatannya kembali dan untuk memberikan efek jera
kepada orang-orang yang melakukan wanprestasi dari sebuah akad
(perjanjian).
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This research is motivated by the development of the economic
world, especially the Islamic economy in Indonesia which is growing
and growing rapidly. The wider and more rapid development of
economic activities and business patterns among the public, it is
undeniable that it will cause the emergence of many sharia economic
disputes. So to resolve the dispute, the party who feels aggrieved
makes a civil lawsuit in court. This research was conducted at the
Tulungagung Religious Court. The Tulungagung Religious Court has
accepted several sharia economic cases as examined by the author,
namely case number 2630/Pdt.G/2022/PA.TA and number
1/Pdt.G.S/2023/PA.TA. Both cases are cases of default, where the
Defendant as the customer receives a financing contract from the
Plaintiff as an MFI.

The formulation of the problem in this study is: 1) How is the
dispute over Sharia Microfinance Institutions in the Tulungagung
Religious Court?, 2) How is the analysis of the judge's consideration
in deciding sharia economic cases in the Tulungagung Religious
Court?, 3) What are the legal consequences of the decision of case
number 2630/Pdt.G/2022/PA.TA and number
1/Pdt.G.S/2023/PA.TA?, and 4) How is the analysis of the judge’s
consideration in deciding sharia economic cases at the Tulungagung
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Religious Court perspective Magashid Sharia Fil Muamalah?. The
purpose of this study is to analyze the judge’s consideration of sharia
economic disputes in the Tulungagung Religious Court according to
Magashid Syariah Fil Muamalah.

This research uses field research that uses qualitative methods
using descriptive types and uses a normative approach to determine
the judges' considerations and decisions in resolving sharia economic
disputes at the Tulungagung Religious Court. The data collection
techniques used are observation, interviews with judges who decide
sharia economic cases and clerks, and documentation of data sources
from the Tulungagung Religious Court in the form of copies of
decisions  number  2630/Pdt.G/2022/PA.TA and  number
1/Pdt.G.S/2023/PA.TA and other library materials related to the
research theme.

The results of the research in this study are: 1) Sharia
Microfinance Institution disputes decided at the Tulungagung
Religious Court from 2020 to 2024 now there are a total of seven
cases. This sharia economic dispute occurred due to default or default,
where the Defendant as a customer received murabahah and
musharakah contract financing facilities from the Plaintiff as an sharia
microfinance institutions but the Defendant did not carry out its
achievements so that it harmed the Plaintiff. The author choose two
cases out of seven to be examined because the case that the author is
researching is a sharia economic case in which one of the parties has
died, and his heirs are required to hand over inheritance as cover for
debts from the Defendant. While the other case that originally used the
credit contract scheme then due to the merger of busineses into Islamic
financial institutoins, all credit contracts were changed to sharia
financing. In addition, because these two rulings have only been
decided by the Religious Court, so the author feels that this ruling is
still warm to be examined. 2) The judge's legal considerations in
deciding sharia economic cases, the judge of the Tulungagung
Religious Court looks at the reasons for the plaintiff's lawsuit, the
evidence submitted by the parties and the legal facts in the trial. In
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case number 2630/Pdt.G/2022/PA.TA, the panel of judges in its
decision did not accept the plaintiff's claim because the panel of judges
saw from the lawsuit with the evidence submitted that was not clear,
so the lawsuit was obscure libel (vague). Meanwhile, in case number
1/Pdt.G.S/2023/PA.TA, the judge stated that the Defendant committed
default because it was true that the Defendant had received a financing
contract from the Plaintiff but the Defendant could not fulfill the
performance as agreed and punished the Defendants to pay off all their
obligations to the Plaintiff. 3) The legal consequence of the decision
in case number 2630/Pdt.G/2022/PA.TA is that the Plaintiff can file
his lawsuit again after correcting all the contents of the
lawsuit. Meanwhile, in case number 1/Pdt.G.S/2023/PA.TA, that is,
because the Defendant is the losing party, the Defendant is required to
pay the costs of the case. 4) The legal considerations of Tulungagung
Religious Court judges in deciding sharia economic disputes are in
line with the principles of Magashid Syariah Fil Muamalah. Because
in giving a decision, the judge has paid attention to the factors that
should be applied proportionally, namely justice, legal certainty and
also expediency. That the decision is intended as a sanction for
customers who are negligent in carrying out their obligations so as not
to repeat their actions again and to provide a deterrent effect to people
who default from a contract (agreement).
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